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Abstrak
Rancangan kebijakan publik harus mampu menjadi input pada sisi konsumen, dapat dibaca, dipahami dan diolah 
menjadi produk kebijakan pemerintah. Pelaksana program/aktivitas pembangunan di tingkat pusat, provinsi, ka-
bupaten/kota, sampai dengan di desa dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang tegas, tidak tumpang tin-
dih, substansial, dan sesuai konteks. Kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh produk riset yang sudah mengarah pada 
penyediaan rancangan peraturan perundang-undangan, yang dalam penyusunan/ formulasinya sudah melibat-
kan pihak pelaksana utama dari tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota. Sudah saatnya, hasil riset berkontribusi 
langsung pada program/aktivitas pembangunan melalui rancangan peraturan, dan tidak lagi hanya berhenti pada 
naskah akademik atau naskah urgensi sebagai data dukung dalam merancang peraturan perundang-undangan.
Abstract
Public policy design should be able to be input on the consumer side, readable, understood and processed into 
a product of government policy.Stakeholders at the central, provincial, district / municipality, up to village levels 
require strong, non-overlapping, substantial, and context-based laws. These needs can be met by research 
products that have led to the provision of the draft of laws and regulations, which in their formulation already 
involve major stakeholders from the central / provincial / district / municipality levels.It is time, the research 
results contribute directly to development programs / activities through the provision of the draft of laws and 
regulations, and no longer stop at academic texts which is limited only as data support in drafting legislation.
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Latar Belakang
 Hakekat reformasi birokrasi yang bermula 
sejak tahun 1998 adalah perubahan mendasar 
terhadap sistem administrasi penyelenggaraan 
pemerintahan, secara bertahap, berkelanjutan dan 
sesuai dengan dinamika tuntutan masyarakat, agar 
aparatur negara lebih berdaya guna dan berhasil 
guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan 
dan pembangunan nasional, untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik.
 Dalam Pasal 2 dalam Peraturan Presiden 
No. 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan, 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes)mempunyai 
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam 
melaksanakan tugas tersebut, fungsi yang terlebih 
dahulu dijalankan adalah perumusan, penetapan, 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan 
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, 
pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat 
kesehatan. Fungsi terkait kebijakan publik sangat 
esensial karena pihak pembuat kebijakan ada karena 
rakyat, yang memegang kedaulatan, member mandat 
dan membayar pajak. Kebijakan public berdampak 
luas kepada rakyat sehingga kebijakan publik 
harus absah secara politik dan konstitusional, serta 
bermanfaat untuk rakyat.
 Dalam fungsi ini, Kemenkes membutuhkan 
suatu rancangan kebijakan publik yang bisa berupa 
rancangan undang-undang, rancangan peraturan 
Tabel 1. Referensi Dasar Puslitbang Sumber Daya dan Yankes
UU PP Perpres Permenkes
Bagian Keempat Teknologi 
dan Produk Teknologi, Pasal 
42-45 UU No. 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan
PP No. 39 Tahun 1995 
Tentang Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan
Peraturan Presiden No. 
72 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Kesehatan Nasional
Permenkes No. 64 Tahun 
2015 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kemenkes
UU No. 44 Tahun 2009 
Tentang Perumahsakitan






UU No. 36 Tahun 2014 
Tentang Tenaga Kesehatan
PP No.47 Tahun 2016 
Tentang Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan
Permenkes No. 003 
Tahun 2010 Tentang 
Saintifikasi Jamu Dalam 
Penelitian Berbasis 
Pelayanan
pemerintah, rancangan peraturan presiden, rancangan 
peraturan menteri, yang menjadi ranah bidang 
kesehatan. Rancangan kebijakan ini merupakan 
suatu hasil kerjasama dari perilaku riset, analisis 
kebijakan, dan perancangan peraturan perundang-
undangan.
 Selama ini, tentu bisa kita jumpai dan alami, 
praktek perumusan, penetapan dan pelaksanaan 
kebijakan lebih mengedepankan aspek kepraktisan. 
Idealnya, ada 1) proses pengumpulan, pengolahan 
dan analisis data sehingga tersedia data yang 
memadai untuk mendukung proses pengambilan 
keputusan, merancang pencapaian target dan 
tujuan kebijakan/program serta membantu dalam 
implementasinya, dan 2) forum komunikasi sehingga 
kebijakan publik yang akan diimplementasikan 
telah mendapatkan dukungan dari publik. Perlu 
diingat, kemampuan wawasan, pengetahuan dan 
penguasaan pembuat kebijakan tentang masalah-
masalah publik kadangkala terbatas. Juga ada asumsi 
bahwa semakin banyak keterlibatan publik dalam 
proses pembentukan kebijakan, semakin tinggi rasa 
memiliki dan dukungan publik untuk kebijakan, 
sehingga mendorong kinerja positif dalam proses 
dan hasil dari penerapan dan penegakan kebijakan 
yang efektif.
 Rancangan kebijakan publik, sudah 
masanya dan di era kekinian sekarang, memberikan 
pemahaman bahwa lembaga riset kementerian tidak 
sekedar menghasilkan data dan informasi yang 
berhenti pada sisi produsen, namun mampu menjadi 
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Gambar1. Kerangka Pikir Fungsi Puslitbang Sumber Daya dan Yankes
input pada sisi konsumen, dapat dibaca, dicerna dan 
diolah menjadi produk kebijakan pemerintah.
Riset Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan di 
Kemenkes
 Pada tahun 2015 dengan terbitnya Permenkes 
No. 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kemenkes, memberi kerangka arahan untuk 
riset Kemenkes dalam pendekatan riset berorientasi 
klien.Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber 
Daya dan Pelayanan Kesehatan (Puslitbang Sumber 
Daya dan Yankes) adalah unit eselon IIa, yang 
merupakan 1 dari banyak unit riset di Kemenkes. 
Puslitbang Sumber Daya dan Yankes berada dalam 
struktur Badan Litbangkes, unit utama Kemenkes 
eselon Ia.
 Penyedia adalah klien atau konsumen atau 
mitra yang berperilaku sebagai supplier (penyedia) 
Tabel 2. Penyedia dalam Riset Sumberdaya dan Pelayanan Kesehatan
Internal Input
•	 Peneliti, Statistisi, Perekayasa, dan Analis 
Kebijakan, 
•	Data, Proposal, Usulan Kegiatan, Konsep NSPK, Hasil 
Riset
•	Komisi/Panitia Pembina Ilmiah Badan Litbangkes •	 Pedoman dan Persetujuan Ilmiah
•	Komisi Etik Badan Litbangkes •	 Pedoman dan Persetujuan Etik
•	Menkes dan Unit Utama •	Arahan, Isu Strategis, Alokasi Sumberdaya, Regulasi 
dan Undangan
•	Kementerian Negara •	Regulasi, Alokasi Sumberdaya Kerjasama
•	 Lembaga Non Kementerian •	Regulasi, Alokasi Sumberdaya Kerjasama
•	 Pemda •	Regulasi, Alokasi Sumberdaya Kerjasama
•	 Perguruan Tinggi •	Alokasi Sumberdaya Kerjasama, Modalitas 
Kepakaran, Hasil Riset
•	Organisasi Profesi •	Alokasi Sumberdaya Kerjasama, Modalitas 
Kepakaran, Hasil Riset
•	 Ilmuwan Pakar •	Modalitas Kepakaran, Hasil Riset
•	Kelompok Masyarakat •	Alokasi Sumberdaya Kerjasama
•	Badan Dunia (WHO dan UNESCO) •	 Isu Global, Alokasi Sumberdaya Kerjasama
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Tabel 3. Pengguna dari Output Riset Sumberdaya dan Pelayanan Kesehatan
Output Internal
1) Agenda Nasional Riset Kesehatan;
2) Peta Jalan Riset Kesehatan;
3) Pedoman Pelaksanaan Riset;
4) Pedoman Pengumpulan Data;
5) Pedoman Translasi Hasil Riset;
6) KAK dan RAB;
7) Standar Prosedur Operasional;
Peneliti, Statistisi, Perekayasa, dan Analis 
Kebijakan, 
1) Proposal dan Protokol;
2) Laporan Hasil




Komisi Etik Badan Litbangkes
1) Laporan Hasil Riset Sumberdaya Kesehatan;
2) Laporan Hasil Riset Yankes;
3) Indeks dari Hasil Riset Sumberdaya Kesehatan;
4) Indeks dari Hasil Riset Yankes;
5) Informasi Statistik Sumberdaya Kesehatan;
6) Informasi Statistik Yankes;
7) Naskah Urgensi;
8) Naskah Akademik;
9) Rancangan Permenkes/Kepmenkes bidang Sumberdaya Kesehatan;
10) Rancangan Permenkes/Kepmenkes bidang Yankes
Menkes dan Unit Utama
1) Laporan Hasil Riset;
2) Indeks dari Hasil Riset;
3) Informasi Statistik
K/L
1) Laporan Hasil Riset;




6) Rancangan Perda/Pergub/Perbup/Perwali terkait pembangunan 
bidang Sumberdaya Kesehatan;
7) Rancangan; Perda/Pergub/Perbup/Perwali terkait pembangunan 
bidang Pelayanan Kesehatan
Pemda
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Riset Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan di 
Kemenkes
 Pada tahun 2015 dengan terbitnya Permenkes 
No. 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kemenkes, memberi kerangka arahan untuk 
riset Kemenkes dalam pendekatan riset berorientasi 
klien.Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber 
Daya dan Pelayanan Kesehatan (Puslitbang Sumber 
Daya dan Yankes) adalah unit eselon IIa, yang 
merupakan 1 dari banyak unit riset di Kemenkes. 
Puslitbang Sumber Daya dan Yankes berada dalam 
struktur Badan Litbangkes, unit utama Kemenkes 
eselon Ia.
 Penyedia adalah klien atau konsumen atau 
mitra yang berperilaku sebagai supplier (penyedia) 
dan sekaligus sebagai customer (pelanggan). 
Penyedia berperan menyediakan input untuk riset 
Kemenkes, dan pelanggan adalah penyedia yang 
memanfaatkan hasil riset Kemenkes.
Hasil Kinerja Riset Sumber Daya dan Pelayanan 
Kesehatan di Kemenkes
 Kapasitas diidentifikasi dengan pendekatan 
input-proses-output, dalam 2 lingkup, yaitu internal 
dan eksternal Kemenkes. Tabel 3 menggambarkan 
produk kinerja riset sumberdaya dan pelayanan 
kesehatan.
Kesimpulan
 Secara tradisional, sudah jamak dipahami 
bahwa lembaga riset memproduksi laporan, 
publikasi ilmiah, teknologi barang, teknologi jasa, 
paten, dan kekayaan intelektual lain. Produk tersebut 
belum bermakna dalam memberi nilai manfaat 
untuk pembangunan. Secara pemanfaatan, masih 
dibutuhkan proses mengolah lebih lanjut/formulasi 
agar produk riset tersebut dapat digunakan dalam 
program/aktivitas pembangunan (atau produksi 
barang dan/atau jasa).
 Secara progresif, lembaga litbang dituntut 
lebih berakselerasi dalam mengambil posisi dan 
peran dalam proses pembangunan (produksi barang 
dan/atau jasa). Ruang dalam aktivitas penyediaan 
peraturan perundang-undangan; apalagi dalam era 
harmonisasi peraturan perundang-undangan dan 
hukum saat ini; tersedia/terbuka sangat luas.
 Pelaksana program/aktivitas pembangunan 
di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai 
dengan desa sangat membutuhkan peraturan 
perundang-undangan yang tegas, tidak tumpang 
tindih dan substansial sesuai konteks. Kebutuhan 
ini dapat dipenuhi oleh produk riset yang sudah 
mengarah pada penyediaan Rancangan Peraturan 
Perundang-undangan, yang dalam penyusunan/
formulasinya sudah melibatkan pihak pelaksana 
utama dari tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota. 
1) Laporan Hasil Riset;




Perguruan Tinggi/ Organisasi Profesi/
Ilmuwan Pakar
1) Teknologi Tepat Guna;
2) Informasi Publik
Kelompok Masyarakat
1) Laporan Hasil Riset;
2) Indeks dari Hasil Riset;
3) Informasi Statistik;
4) Publikasi Ilmiah;
5) Jurnal Ilmiah 
Badan Dunia (WHO, dan UNESCO)
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Sudah saatnya, hasil riset berkontribusi langsung 
pada program/aktivitas pembangunan melalui 
rancangan peraturan, dan tidak lagi hanya berhenti 
pada naskah akademik atau naskah urgensi sebagai 
data dukung rancangan peraturan.
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